[image: C:\Users\BPK\Downloads\badan pemeriksa keuangan republik indonesia.JPG]Subag Humas dan TU 
      									              BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah
Tahun :									
	2
	0
	1
	6


	MEDIA

	mercusuar


Bulan :                                                                        		                                                                               		
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8
	9
	[image: Image result for gambar ceklis]10
	11
	12


Tanggal : 											
	  1
	[image: Image result for gambar ceklis]2
	3
	4
	5
	
6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	


Entitas :
	Provinsi
	Palu
	Donggala
	Tolitoli
	Buol
	Sigi
	Morowali Utara
	Parigi Moutong
	Poso
	Morowali
	Tojo Una-una
	[image: Image result for gambar ceklis]Banggai
	Banggai Kepulauan
	Banggai Laut


[bookmark: _GoBack]Kadis PU banggai dinilai tak becus
[image: ][image: ]

image1.jpeg




image2.png




image3.png
SENGKARUT AIR BULAKAN /
Kadis PU Banggai

Dinilai Tak Becus

BANGGAIL MERCUSUAR -
Sengkarut masalah
pengelolaan air Bulakan
yang menjadi aset Pemda
Banggai, membuka tabir
ketidakbecusan Bambang
Eka Sutedi, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum (PU)
Kabupaten Banggai
mengurusi dinas yang
dipimpinnya.

Krisis air bersih
yang terjadi di komplek
perkantoran Pemda
Banggai di kawasan Bukit
Halimun hampir dua pekan

terakhir, akhirnya menguak
bobroknya pengelolaan
infrastruktur air bersih
Bulakan yang ditangani
langsung oleh Dinas PU
Banggai.

Sejatinya, insfrastruktur
airbersih tersebut dibangun
menggunakan uang negara
untukmemenuhikebutuhan
air bersih masyarakat dan
komplek perkantoran
Pemda Banggai di kawasan
Bukit Halimun, Luwiik

Baca AIR di hal 19
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JAIR dari halaman -

belakangan, sengkarut
masalah air Bulakan ini
justru disebabkan oleh
buruknya pengelolaan
Dinas PU. Bahkan
sejumlah stal terindikasi
mengkomersilkan air
Bulakan dan ditengarai ada
pejabat Dinas PU Banggai
yang membekingi ‘bisnis
gelap’ air Bulakan

Bupati Herwin Yatim dan
Wabup Mustar Labolo pun
memberi perhatian ekstra
seriusterhadap masalah .
Tidakanggung-tengggung,
urusan hajat publik ini
langsung ditengani tim
Khusus yang bertugas
mengural sengkarut dan
menemukan solusi atas
keisis air bersih yang
disebabkan buruknya
pengelolaan fasilitas air
Bulakan,

Temuan terbaru
menunjukkan bahwa air
Bulakan dikomersilkan
kepada para pelaku bisnis
‘perhotelan dan perusahaan
pengembang perumahan.
elit di kawasan Bukit
Halimun. Tumbuhnya
investasi perhotelan dan
bisnis propert di kawasan
Bukit Halimun seolah
menjadi kesempatan para
—pengelola distribusi air

Bulakan untuk menjual

jaringan air berikut
pungutan kontribusi
bulanannya.

Komersialisasi
dilakukan dalam bentuk
mendistribusikan air dari
pipa induk ke pipa jaringan
milikperusahaanjasasepesti
hotel dan perumahan. Hel
tu menyebabkan kantor-
Kantor di Kawasan Halimun
krisisair. Selain itu, adapula
indikasi pemasangan pipa
ilegal ke sejumlah rumah,
penduduk. Banyak pihak
punmenyorotikinerjaDinas
PU Banggai yang dipimpin
Bambang Fka Sutedi

Terkait sengkarut air
Bulakan, Banggai Raya (Tri
Media Group) berulang ki
berusaha mengonfismasi
danmenninta penjelasan dari
Bambang Fka Sutedi selaku
Kepala Dinas PU Banggai
Namun, BambangEkaSutedi
menolak berkomentar. Ia
bahkan memina wartawan
untuk mengkonfirmasikan
masalah ini kepada
Sekretaris Dinas PU Helena
Padeatu.

Belajar dart polemik air
Bulakan, Pemda Banggai
pun berupaya menata
kembali pengelolaun dan
pemanfaatan fasilitas ait
bersih yang dibangun
Pemda tersebut. Para

pelaku bisnis perhotelan
dan pengembang
perumahan elit i kawasan
Tukit Halimun, divajiblan
bermohon kepada Pemda
Banggai sebagai konsumen
pengguna air Bulakan.
“Pemda sedang menata
kémbali pengelolaan
fasilitas air bersih
Bulakan. Sehingga tidak
ada lagi pihak-pihak yang
memanfaatkannya untuk
mengeruk keuntungan
pribadi, Kami berharap
itikad baik Pemda ini
direspon positifpara pelaku
bisnis yang memanfaatkan
air Bulakan,” kata Asisten
111 Setda Banggai, Andi
Jalaluddin kepada Banggai
Raya, usai pertemuan
bersama scjumlah pejabat
Dinas Pekerjaan Umum
di Kantor Bupati Banggai,
Senin (10/10/2016) alu.
Menurut dia, sejaub ini
hotel-hotel di Kawasan
Halimun menggunakan
fasilitas air Bulakan, bisa
dikategorikan sebagai
pengguna ilegal. Pasalnya,
pemanfaatannya tidak
berdasarkan mekanisme
atau permohonan kepada
Bidang Cipta Karya Dinas
PU Banggai. Olehnya
itu, jaringan pipa akan
diputus sementara untuk

memberikan kesempatan
para pelaku bisnis wntuk
bermohon secara resm.

“Kita hanya bemiatuntuk
‘meluruskan kondisi yang
telah terjadi. Kalaupus
Kemarin-kemarin ada
zin dari sejumlah pibak
denganmemasangjaringan
air bersih, mungkin hanya
dalam bentuklisan, namun
tidak sesuai mekanisme.
Karenanya, kita benahi cara
pemanfaatanya dengan
meminta bermohon
secara tertulis," kata Andi
Jalaluddin

Ta menjelaskan,
pemakaian air Bulakan
untuk jasa perhotelan dan
perumahan, bisa dikata
cukup besar dan tidak
terukur. Hal tersebut yang
akan dirubah, “Nenti akan
adakerjasamakhususatara
Pemda dan perhotelan
ataupun perumahan, agar
pemanfaatan air Bulakan
bisa juga memberikan
manfaat bagi daerah. Ttu
yang nantinya kita akan
atur bersama, seperti apa
‘mekanismenya,” ujarnya.

Berkaitan dengan
oknum pejabat Dinas
PU Banggai yang diduga
mencari keuntungan dari
air Bulakan, mentirut Andi
Jalaluddin, hal it sudah

dibabas dalam pertemuan
yang dihadiri Sekretaris
Dinas PU, Helens Padcatu
dan sejumiah petugas yang
dipercayakan mengawasi
pengelolaan ait Bulakan

“Itu sudah kita bahas
dalam rapat tadi (kemarin,
red). Biaya pemasangan
yang disebut diterima oleh
salah satu pejabat Cipta
Karya Dinas PU, ternyata
digunakan sebagai dana
pemeliharaan jaringan,
seperti untuk pengadaan
dan maintenance jaringan
Karena memang selama
ini, tidak ada biaya yang
disiapkan instansi teknis
untuk perbaikan jaringan,
dan hal ftu sudah Kita
maklumi. Hanya saja,
kedepan tidak ada lagi
prakik sepert i, karena
harus sesuai dengan
mekanisme, harus ada
permohorian tertulis” ujar
Andi Jalaluddin

Sengkarut masalah dir
Bulaken hanyalah sa
i sekian banyak indikasi
masalah yang menyelimut
Dinas PU Banggai.
Pemerintahan Bupati
Herwin Yatim dan Webup
Mustar Labolo memberl
perhatian lebih untuk
membenahi instansi eknis
strategis . e





